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PENETAPAN
Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Kpn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

PengadilanNegeriKepanjenyangmemeriksadanmengadiliperkaraperdata
(Permohonan)
padatingkatpertamatelahmenjatuhkanpenetapansebagaiberikutsehubunganden
ganpermohonanyang diajukan oleh :

DEBY PUSPITA YANDA, JenisKelaminPerempuan, Lahir di Malang 8
Desember 1997, Umur25tahun, Belum Kawin, Islam, Pelajar/Mahasiswa,
No.Tlp: 081216094524 ,Alamat Arjoyoso RT 014 RW 002, Kel/Desa
Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.
SelanjutnyadisebutsebagaiPEMOHON
PengadilanNegeritersebut ;
TelahmembacaPenetapanKetuaPengadilanNegeriKepanjenNomorNomo

r 115/Pdt.P/2023/PN.Kpntanggal21Maret2023tentangPenunjukkanHakim yang

memeriksadanmengadiliperkarapermohonantersebut ;

TelahmembacapenetapanHakimPengadilanNegeriKepanjenNomorNomo
r 115/Pdt.P/2023/PN.Kpntanggal21Maret2023tentangPenetapan Hari Sidang;

Telahmempelajarisurat—surat yang berkenaandenganpermohonanini ;

TelahmendengarketeranganPemohon di persidangan ;

Telahmembaca surat permohonanPemohontertanggal 2Maret2023yang
terdaftar di
KepaniteraanPengadilanNegeriKepanjenpadatanggal21Maret2023dibawah
Register Nomor 115/Pdt.P/2023/PN.Kpn, pada
pokoknyamengemukakansebagaiberikut :

Denganinimengajukanpermohonanperbaikankesalahandalamaktakelahir

andenganalasan-alasansebagaiberikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa PemohontelahmempunyaiAktaKelahiranNomor :731/1998tertanggals
Februari 1998, yang bernamaDEBI PUSPITALahir di Malang 8 Desember
1997 anak perempuan dari suami yang bernamaNURYANTO dan istri yang
bernama LINDA MELINDA DARIYANTI yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang;

2. BahwaPemohonberkeinginanuntukmelakukanperbaikan Nama di
AktaKelahiranNomor  :731/1998tertanggal5 Februari 1998, vyang
dikeluarkanoleh  Kantor Catatan Pemerintah Kabupaten Malang
disitutertulisDEBI PUSPITAdiubahataudigantimenjadi DEBY PUSPITA
YANDAsesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, ljazah Sekolah Menengah

Pertama dan dokumen lainnya;

3. Bahwa, gunaperbaikan Nama Pemohon di
AktaKelahirantersebutmenurutketentuan yang
berlakudiperlukanpenetapandariPengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungandenganhal - halsebagaimanatersebutdiatas,
makaPemohonmohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Kepanjenc.g.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenanuntukmemanggil, memeriksa
dan memberikanpenetapansebagaiberikut:

1. Menerima dan MengabulkanpermohonanPemohon;
2. Menetapkanperbaikan Nama di AktaKelahiranNomor
:731/1998tertanggal5 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor

CatatanPemerintahKabupaten Malang disitutertulisDEBI
PUSPITAdiubahataudigantimenjadi DEBY PUSPITA
YANDAsesuai dengan KTP, KartuKeluarga, ljlazah

SekolahMenengahPertama dan dokumenlainnya;

3. MemerintahkankepadaPemohonuntukmengirimkanTurunanPenetapan
yang telahmempunyaikekuatanhukumtetapinikepadaPegawaiPencatat
pada Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Malang
gunadidaftarkan pada Register AktaPencatatanSipil dan dicatat pada
catatanpinggir pada KutipanAktaKelahiran yang
bersangkutansesuaiperbaikanNama Pemohon di
AktaKelahirantersebutataudalamregister yangtersediauntukitu;

4. MembebankanbiayapermohonaninikepadaPemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwapada hari
persidanganyangtelahditetapkan,Pemohontelahdatangmenghadap ke
persidangan ;

Menimbang,
bahwasetelahsuratpermohonanPemohondibacakan,Pemohonmenyatakanpada
isi permohonannya ;

Menimbang, bahwauntukmenguatkandalil-

dalilpermohonannya,Pemohontelahmengajukansurat-suratbukti, sebagaiberikut

1. Foto copysesuaidenganaslinyabermateraicukupKartu Tanda Penduduk
NIK : 3507304812970002. Atas namaDeby PuspitaYandayang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipilKabupaten Malang, tertanggal Malang, 28 Desember
2017, diberitandabukti P-1;

2. Foto copy sesuaidenganaslinyabermateraicukupKartuKeluargaNomor
:3507301811050075. atasnamaKepalaKeluargaNuriyantoyang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipilKabupaten Malang tertanggal Malang, 19 Juni 2019,
diberitandabukti P-2;

3. Foto
copysesuaidenganaslinyabermateraicukupKutipanAktaKelahiranNomor :
731/1998. Atas namaDeby Puspitayang dikeluarkan oleh Kantor
DinasKependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Malang, tertanggal
Malang, 05 Pebruari 1998, diberitandabukti P-3;

4. Foto copysesuaidenganaslinyabermateraicukupSurat Keterangan Orang
Yang Sama Nomor Reg : 470/31/35.07.30.2008/2023. Atas nama Deby
PuspitaYanda dan Orang
tersebutdiatasadalahpendudukDesaAmpelgading,
KecamatanTirtoyudoKabupaten Malang Yang sama (satu orang) dengan
Debi Puspitayang dikeluarkanoleh KantorDesaAmpelgading,
KecamatanTirtoyudoKabupaten Malang tertanggalAmpelgading, 10
Januari 2023, diberitandabukti P-4;
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5. Foto copysesuaidenganaslinyabermateraicukup llazah
SekolahMenengahPertama Negeri 1 TirtoyudoKabupaten Malang Tahun
Pelajaran 2012/2013. Atas nama Deby PuspitaYanda yangdikeluarkan
oleh SekolahMenengahPertama Negeri 1 TirtoyudoKabupaten Malang
tertanggalKabupaten Malang, 01 Juni 2013 diberitandabukti P-5;

6. Foto copy sesuaidenganaslinyabermateraicukup ljlazah
KulliyatulMu’allimin Al Islamiyah ~ Pondok Modern  Darussalam
GontorPonorogo Indonesia Nomor : 1283/KMI/IX/1438 atasnama Deby
PuspitaYandayang dikeluarkan oleh Direktur KMI dan PimpinanPondok
Modern Darussalam GontorPonorogo Indonesia tertanggalGontor, 20
Juni 2017, diberitandabukti P-6;

Semuanyabermeteraicukup dan sesuaidengansurat-surataslinya;

Menimbang, bahwaselainbukti-bukti surattersebutdiatas, Pemohon telah
mengajukan saksi yang di bawahsumpahtelahmemberikanketerangandi
persidangansebagaiberikut ;

1. Saksi LINDA MELINDA DARYANTI

— BahwaSaksi kenal dengan Pemohon

(karenaPemohonadalahanakkandungsaksiatausaksiibukandungnyaPemoh
on);

— BahwaPemohonberkeinginanuntukmelakukanperbaikan Nama di
AktaKelahiranNomor :731/1998tertanggal5 Februari 1998, yang dikeluarkan
oleh Kantor Catatan Pemerintah Kabupaten Malang disitutertulisDEBI
PUSPITAdiubahataudigantimenjadi DEBY PUSPITA
YANDAsesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, ljazah Sekolah Menengah

Pertama dan dokumen lainnya
2. SaksiUMI MA’RIFAH
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— BahwaPemohonberkeinginanuntukmelakukanperbaikan Nama di
AktaKelahiranNomor :731/1998tertanggal5 Februari 1998, yang dikeluarkan
oleh Kantor Catatan Pemerintah Kabupaten Malang disitutertulisDEBI
PUSPITAdiubahataudigantimenjadi DEBY PUSPITA
YANDAsesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, ljazah Sekolah Menengah

Pertama dan dokumen lainnya

Menimbang,
bahwaakhirnyaPemohonmenerangkantidakmengajukansesuatuapapunlagimela
inkanmemohonputusan ;

Menimbang, bahwauntukmempersingkaturaiandalampertimbangan ini
maka segalasesuatu yang
tercatatdalamBeritaAcaraPersidanganharuslahdianggaptermuatdisini dan
menjadibagian yang tidakterpisahkandenganputusanini ;

Menimbang, bahwaintipokokpermohonan Pemohonadalahperbaikan
Nama di AktaKelahiranNomor :731/1998tertanggal5 Februari 1998, yang
dikeluarkan oleh Kantor CatatanPemerintahKabupaten Malang
disitutertulisDEBI PUSPITAdiubahataudigantimenjadi DEBY PUSPITA
YANDAsesuai dengan KTP, KartuKeluarga, ljazah SekolahMenengahPertama

dan dokumenlainnya;

Bahwagunahaltersebutmenurutketentuan yang
berlakudiperlukanpenetapandaripengadilan Negeri Kepanjen

Menimbang, bahwaberdasarkanbuktitertandaP.1s/d P.6,
keteranganPemohon, terbukti fakta hukumsebagaiberikut :

- BahwaPemohonberkeinginanuntukmelakukanperbaikan Nama di
AktaKelahiranNomor  :731/1998tertanggal5 Februari 1998, vyang
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Pemerintah Kabupaten Malang
disitutertulisDEB| PUSPITAdiubahataudigantimenjadi DEBY PUSPITA

YANDAsesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, ljazah Sekolah Menengah
Pertama dan dokumen lainnya;
Menimbang,

bahwaberdasarkanfaktatersebutdiatasHakimmempertimbangkansebagiberikut;
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Menimbang,
bahwakelahiranmerupakanperistiwakependudukandanmerupakanperistiwapenti
ngsehinggahaltersebutdicatatkandalamaktakelahiran;

Menimbang,
bahwaperubahannamamerupakansuatuperistiwapentingsesuaidenganpasal 1
angkake 17 Undang-undangNomor 24 Tahun 2013 tentangperubahan atas
undang-undangNomor 23 tahun 2006 tentangadministrasikependudukan;

Menimbang, BahwamenurutketentuanPasal 52 UU No. 23 Tahun 2006
tentangAdministrasiKependudukan, disebutkan :

@

PencatatanperubahannamadilaksanakanberdasarkanpenetapanP
engadilanNegeritempatPemohon ;

(2) Pencatatanperubahannamasebagaimanadimaksudpadaayat (1)
wajibdilaporkanolehPendudukkepadalnstansiPelaksanayangmener
bitkanAktaPencatatanSipilpalinglambat 30  (tigapuluh)  hari
sejakditerimanyasalinanPenetapanPengadilanNegeriolehPenduduk

(3) Berdasarkanlaporansebagaimanadimaksudpadaayat (2),
PejabatPencatatan SipilmembuatcatatanpinggirpadaregisteraktaPen
catatanSipildan Kutipan AktaPencatatanSipil

Menimbang,
bahwaperubahannamabenarmerupakanwewenangPengadilanNegerisepanjang
data-data dalambukti-buktisuratsamamisalkandalampermohonaninisemua data
ktp, kk, aktakelahirantertulisDEBI PUSPITAdandirubahDEBY PUSPITA
YANDAhaltersebut bisa,
namunsetelahPengadilanmenelitiisipermohonanPemohon, bukti-bukti surat,
saksi-saksi dan keteranganPemohondipersidanganserta fakta-fakta hukum
yang ditemukandipersidangansebagaimanateruraidiatas,
pemohonsebagaimanabukti KTP dan KK
namapemohonsudahberubahmenjadiDEBY PUSPITA YANDA, dan
perubahannamatersebut TANPA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
sehinggaolehkarenasudahberubah data nama maka

tidakdapatdilakukanperubahannama;
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Menimbang,
bahwakelahiranmerupakansuatuperistiwapentingsesuaidenganpasal 1 angkake
17 Undang-undangNomor 24 Tahun 2013 tentangperubahan atas undang-
undangNomor 23 tahun 2006 tentangadministrasikependudukan;

Menimbang, bahwadengan adanya PERPRES No. 96 tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipildidalam paragraf 13 mengenai pembetulan dan pembatalan akta
pencatatan sipil di pasal 59 ayat 1 dan 2 tegas disebutkan dimana diajukan dan
syaratnya apa saja kemudian di PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2019
tentang PeraturanPelaksanaanPeraturanPresidenNomor 96 Tahun 2018
TentangPersyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan
Pencatatan Sipilbagiankeempatbelastentangpencatatan pembetulanaktapencatat
ansipildidalampasal 87 ayatl dan 2 diterangkanmengenaicara dan
mekanismenyabagaimanasehinggadalamhalsebagaimanaperkarapermohonan
aquoberdasarkanaturantersebutdiatastidakdiperlukanpenetapandariPengadil
an Negeri
akantetapimerupakanwewenangdaridispendukcapilsetempatatau yang
mengeluarkanprodukpencatatansipiltersebutdengancaraPembetulanaktap
encatatansipil;

Menimbang, bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk
memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan ; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku IlI, Edisi
2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44) ;

Menimbang, bahwasetelahPengadilanmenelitiisipermohonan Pemohon,
bukti-bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohondipersidanganserta fakta-
fakta hukum yang ditemukandipersidangansebagaimanateruraidiatas, maka
terbuktilahbahwapermohonanpemohontidakberdasarkanaturanhukumolehkaren
a itu permohonanPemohonsudahsepatutnyauntukditolak;

Menimbang, bahwaolehkarenapermohonanPemohonditolak  maka
ongkosperkara yang timbulsehubungandenganpermohonan ini
haruslahdibebankankepadaPemohon;
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MemperhatikanketentuanUndang-Undangsertaperaturan  lain  yang
bersangkutan ;
MENETAPK A N:

1. Menolak permohonanPemohonuntukseluruhnya;

2. MembebankanbiayapermohonaninikepadaPemohonsebesar
Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlahdiputuskanpada hariKamistanggal30 Maret
20230lehGESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H,, Hakim
PengadilanNegeriKepanjenyangditunjukolehKetuaPengadilanNegeriKepanjen,
penetapan mana diucapkandalampersidanganyangterbukauntukumumpada
haridantanggalitu juga, dengandidampingiolehMULYO
RAHARJO,S.H.,PaniteraPenggantipadaPengadilanNegeriKepanjen sertadihadiri

olehPemohon.

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

MULYO RAHARJO,S.H. GESANG YOGA MADYASTO,S.H.,M.H.

Perincianongkosperkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 80.000,-
3. BiayaPenggandaan: Rp. 9.000,-
4. BiayaAdministrasi : Rp. 15.000,-
5. PNBP : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp.164.000,-

(seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
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